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KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP 

TINDAKAN TIPPEE YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING 
DALAM PERDAGANGAN SAHAM

Oleh:
Made Dwi Juliana1

ABSTRACT
One type of a criminal in the capital market is the practice of  insider trading. Insider 
trading is an act that involves a group of insider in the capital market who deliberately 
exploit information that has not been released to investors with the advantages. In insider 
trading there are two actors such as party directly as an insider who works in the company 
or indirect as tippee party who obtain confidential information from an insider. Tippee is 
the party who receives confidential information from an insider either passively or actively 
against the law or not against the law for personal gain in the stock trading. This is very 
detrimental to the investors in the stock trading. Because of that if needs the protection for 
investors against the actions of the Tippee.  This study discusses two (2) problem first about 
the subject matter of the action form Tippee in insider trading to the stock at Indonesia and 
the second about OJK authority on legal protection for investors in case of insider trading 
by the Tippee in capital market activities. This research is a normative law. The Method 
approach is the approach of legislation, conceptual approach and comparative approach. 
Legal materials used are primary and secondary legal materials. Mechanical collection of 
legal materials is through the study of literature that further uses analysis techniques that 
description techniques and interpretation. The results shows that this form of action Tippee 
can be done actively and passively. Actively to perform an unlawful act such as stealing 
information. In is not trying to fight the law, but to obtain inside information and legal 
safeguards for investors to act with regard to insider trading Tippee do give legal certainty 
through legislation and legal certainty by the OJK through law enforcement.
Key words: Insider, Tippee,  Investors, Insider Trading, Legal Protection.
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PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

Pasar modal �n�lah tempat bertemu-
nya penjual dan pembel� yang dalam hal �n� 
adalah calon �nvestor dengan perusahaan dan 
�nvestor dengan �nvestor.  Dengan adanya 
pasar modal �n�lah sebaga� tempat �nvestor 

untuk membel� saham se�ngga dapat mem�l�-
l�k� sebag�an dar� suatu perusahaan. Investor 
yang akan membel� suatu saham perusahaan 
dalam keg�atan pasar modal akan menjad� 
aman j�ka ada suatu keterbukaan dalam keg-
�atan pasar modal.

Investor merupakan �st�lah yang ada 
dalam keg�atan pasar modal. Investor terse-
but b�sa d�katakan sebaga� pembel� atau pen-
jual saham yang maksudnya d�s�n� adalah 
�nvestor tersebut sebaga� pembel� atas sa-
ham perusahaan yang perusahaan tersebut 
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melakukan pengumuman kepada masyarakat 
bahwa perusahaan memerlukan dana untuk 
men�ngkatkan mutu perusahaan. Perusahaan 
yang �ng�n memperoleh dana tersebut harus 

membuka perdagangan saham seh�ng-
ga dengan adanya pengumuman perdagan-
gan saham maka calon pembel� atau �nvestor 
akan datang untuk melakukan pembel�an sa-
ham atas perusahaan tersebut. Adanya pem-
bel�an saham oleh �nvestor �n� merupakan 
keg�atan awal dalam perdangangan saham 
yang dalam hal �n� merupakan keg�atan dalam 
pasar perdana. Setelah membel� saham maka 
�nvestor akan �kut mem�l�k� perusahaan 
tersebut karena sudah membel� saham dar� 
perusahaan tersebut. Investor yang sudah 
membel� saham tersebut dalam melakukan 
perdagangan saham dengan menjual saham 
tersebut kepada �nvestor yang la�n. Adanya 
penjualan saham oleh �nvestor kepada �nves-
tor yang la�n merupakan keg�atan perdagan-
gan saham setelah pasar perdana yang dalam 
hal �n� keg�atan tersebut d�lakukan dalam 
pasar sekunder. Dalam pasar sekunder per-
dana �nvestor hanya dapat membel� saham 
sedangkan dalam pasar sekunder �nvestor 
dapat membel� saham dan menjual saham 
yang telah d�m�l�k� kepada �nvestor la�n.

Dalam keg�atan pasar modal adanya 
suatu keterbukaan  yang dalam dalam hal �n� 
keterbukaan �nformas� maka akan dapat men-
ciptakan pasar modal yang efisien. Keterbu-
kaan �nformas� merupakan j�wa dar� pasar 
modal karena dengan keterbukaan �nformas� 
�n�lah pasar modal akan d�percaya sebaga� 
tempat atau wadah untuk adanya perda-
gangan saham yang dalam hal �n� �nvestor 
akan dapat melakukan perdagangan saham. 

Adanya keterbukaan �nformas� akan memu-
dahkan �nvestor untuk melakukan perda-
gangan saham karena dengan keterbukaan 
�nformas� �n�lah �nvestor akan memperoleh 
�nformas� perusahaan secara benar, jelas dan 
tepat waktu serta secara bersama sesua� ke-
adaan2 seh�ngga �nvestor yang memperoleh 
�nformas� tersebut akan dapat menganal�s�s 
dar� �nformas� tersebut seh�ngga  �nvestor 
dapat melakukan perdagangan saham ba�k 
�tu membel� atau menjual saham.

Keterbukaan �nformas� �n�lah akan 
membuat perdagangan saham semak�n 
efisien sehingga akan semakin diminati oleh 
�nvestor yang �ng�n melakukan perdagangan 
saham dalam keg�atan pasar modal.  Namun 
apab�la suatu keterbukaan �nformas� sudah 
t�dak ada dalam pasar modal maka tentu saja 
pasar modal akan kurang d�m�nat� oleh �n-
vestor-�nvestor dan  tentu saja akan menye-
babkan keg�atan pasar modal t�dak akan ber-
jalan secara efisien serta dapat menciptakan 
perdagangan saham yang t�dak fa�r. Salah 
satu kejahatan dalam perdagangan t�dak ad�l 
adalah insider trading.

Insider trading �alah keg�atan perda-
gangan saham yang d�lakukan oleh p�hak 
tergolong orang dalam yang mem�l�k� �n-
formas� rahas�a perusahaan yang dalam hal 
�n� orang dalam tersebut dapat melakukan 
perdagangan dengan �nformas� tersebut un-
tuk kepent�ngan pr�bad� atau member�kan 
�nformas� tersebut kepada p�hak la�n. 

Dalam perdagangan saham terkadang 
d�lakukan oleh orang luar tetap� mem-

2 M. Irsan Nasarud�n, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal 
Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm.230.
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peroleh �nformas� dar� insider yang d�sebut 
tippee3.  Tippee yang memperoleh �nformas� 
dar� orang dalam tersebut maka akan segera  
melakukan perdangan saham dan �nvestor 
yang t�dak mengetahu� �nformas� tersebut 
maka akan sangat d�rug�kan terleb�h lag� 
�nvestor yang �ng�n melakukan perdangan 
saham  yang akan menjual atau membel� 
saham4 harus menunggu pada saat perusa-
haan �ng�n membuka perdagangan saham 
karena pada saat �tulah �nformas� mengena� 
perusahaan tersebut akan d�ber�kan seh�ngga 
setelah �nformas� d�peroleh maka �nvestor 
akan menganal�s�s dan memutuskan untuk 
melakukan perdagangan saham atau t�dak 
melakukan perdagangan saham. Sela�n �tu 
tippee yang memperoleh �nformas� perusa-
haan sebelum adanya pember�tahuan oleh 
perusahaan yang �ng�n melakukan perdan-
gan saham maka akan d�manfaatkan tippee 
untuk duluan melakukan pembel�an saham 
dengan harga yang murah yang kemud�an 
akan menjualnya dengan harga yang leb�h 
t�ngg� kepada �nvestor la�n. Oleh karena �tu 
dengan adanya t�ndakan dar� tippee �n� maka 
akan sangat merug�kan �nvestor karena �n-
vestor yang t�dak mengetahu� bahwa �nfor-
mas� yang seharusnya d�peroleh secara ber-
samaan pada waktu perusahaan membuka 
perdagangan saham ternyata sudah d�ketahu� 
oleh p�hak-p�hak yang dalam hal �n� adalah 
tippee seh�ngga akan dapat d�manfaatkan 
oleh tippee untuk keuntungan pr�bad� dalam 
melakukan perdagangan saham. Maka dar� 
�tu d�perlukan perl�ndungan hukum terhadap 

�nvestor karena adanya �nvestas� �n�lah dapat 
memajukan perekonom�an negara5 dan akan 
menc�ptakan kead�lan untuk �nvestor dalam 
memperoleh  kedudukan yang sama6 dalam 
melakukan perdagangan saham.

1.2  Rumusan Masalah
1.  Baga�manakah t�ndakan tippee terha-

dap insider trading dalam perdagan-
gan saham d� Indones�a?   

2.  Baga�manakah kewenangan OJK ter-
hadap perl�ndungan hukum bag� �n-
vestor terhadap insider trading oleh 
tippee d� pasar modal?

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penel�t�an tersebut ya�tu:
1.  Mengetahu� t�ndakan tippee terhadap 

insider trading dalam perdagangan sa-
ham d� Indones�a. 

2.  Mengetahu� kewenangan OJK terha-
dap perl�ndungan hukum bag� �nvestor 
dalam insider trading oleh tippee d� 
pasar modal.

II.  METODE PENELITIAN

Dalam penel�t�an �n� d�gunakan pe-
nel�t�an normat�f dengan mengkaj� melalu� 
peraturan perundang-undangan yang tertul�s 
dalam peraturan perundang-undangan7. Jen�s 
pendekatan yang d�gunakan ya�tu pendeka-
tan perundang-undangan, kasus, konseptual 
dan perband�ngan. Pendekatan perundang-

3 Tand�,  2013, Anal�s�s Terhadap Larangan Praktik 
Insider Trading di Pasar Modal, Vol.II. hlm.2.

4 Jusuf A., Pasar Modal Indonesia, P.T Alumn�, 
Bandung, hlm.54-55.

5 Hendr�k Bud� Untung, 2010,  Hukum Investasi, S�nar 
Grafika, Jakarta, hlm.15.

6 H.L.A Hart, 2013, Konsep hukum,cet, V terjemahan 
M. Khoz�m, Nusa Med�a, Bandung, hlm.246.
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undangan ya�tu d�lakukan dengan membaca 
dan menganal�s�s peraturan perundang-un-
dangan yang sesua�  permasalahan. Pende-
katan kasus d�l�hat dalam kasus yang sesua� 
dengan permasalahan. Pendekatan konsep-
tual d�l�hat pada doktr�n �lmu hukum untuk 
membangun suatu argumentas� hukum un-
tuk menyelesa�kan masalah8. Pendekatan 
perband�ngannya adalah Indones�a dengan 
Amer�ka Ser�kat terhadap konsep hukum 
yang berbeda. Dalam penel�t�an hukum 
normat�f tersebut d�gunakan untuk meng-
anal�s�s permasalahan yang ada.9 

Bahan hukum dalam penul�san �n� 
adalah bahan hukum pr�mer �alah UU No 
8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU 
No 21 tahun 2011 Tentang OJK dan bahan 
hukum sekunder �alah buku dan jurnal 
hukum. Kemud�an setelah pengumpulan ba-
han hukum d�catat secara berurutan dar� data 
hukum yang d�dapat dar� kepustakaan. Se-
telah �tu d�lakukan pemaparan melalu� tek-
n�k deskr�pt�f anal�s�s dengan s�stemat�s, dan 
�nterpretas�. Kemud�an bahan d�seleks� dan 
d�anal�s�s dengan tekn�k deskr�ps�10 dengan 
tujuan untuk  mengura�kan hukum atau non 
hukum11. Selanjutnya menggunakan tekn�k 

�nterpretas� dengan menggunakan penafs�ran 
gramat�ka, s�st�mat�s, dan h�stor�s.12

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tindakan Tippee Dalam Insider 

Trading
Insider trading �alah keg�atan 

perdagangan saham d�lakukan oleh orang 
dalam yang mem�l�k� �nformas� rahas�a 
perusahaan yang dalam hal �n� orang dalam 
tersebut dapat melakukan perdagangan 
dengan �nformas� tersebut untuk kepent�ngan 
pr�bad� atau member�kan �nformas� tersebut 
kepada p�hak la�n. Oleh karena �tu maka 
akan ada perdagangan yang t�dak  ad�l13 
terutama apab�la d�lakukan oleh p�hak luar 
tetap� mendapatkan �nformas� dar� orang 
dalam yang d�sebut tippee. Oleh karena 
�tu �n� berart� tippee merupakan pelaku 
insider trading, namun t�dak dalam kategor� 
insider karena tippee �alah p�hak luar yang 
mendapatkan �nformas� dar� insider. 

T�ndakan yang d�kategor�kan 
sebaga� t�ndakan tippee dapat d�lakukan 
dengan pas�f dan akt�f. T�ndakan akt�f 
�alah tippee memperoleh �nformas� insider 
dengan perbuatan melawan hukum sepert� 
mengancam dan mencur� �nformas� orang 
dalam tersebut. Secara pas�f �alah tippee 
memperoleh �nformas� insider dengan 
t�dak melawan hukum bahwa orang dalam 
dengan sadar member�kan �nformas� rahas�a 
perusahaan kepada tippee untuk melakukan 
perdagangan saham.

7 H. Am�rudd�n dan Za�nal Aa�k�n, 2008, Pengantar 
Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm.118

8 Peter M. Marzuk�, 2005, Penelitian Hukum, Prenada 
Med�a, Jakarta, hlm.93.

9 Johnny Ibrah�m, 2005, Teori & Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Bayumed�a Publ�sh�ng, Surabaya, 
hlm.300.

10 M. Syamsud�n, 2007, Operasionalisasi Penelitian 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
hlm.133.

11 S. Mamudj�, 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan 
Hukum, Fakultas Hukum Un�vers�tas Indones�a, 
Jakarta, hlm.4.

12 Pedoman Penul�san Usulan Penel�t�an Tes�s Dan 
Penul�san Tes�s, 2013, Program Stud� Mag�ster Ilmu 
Hukum, hlm.35.  

13 Tav�nayat� dan Yul�a Q., 2009, Hukum Pasar Modal 
Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.78-79.
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3.2 Kewenangan OJK Mengenai 
Perlindungan Hukum Bagi Investor 
Terhadap Tindakan Tippee Dalam 
Insider Trading 
Perl�ndungan hukum untuk �nvestor 

mengena� t�ndakan tippee  dalam insider 
trading ada 2 (dua) �alah dengan kepast�an 
hukum dalam peraturan Perundang-undangan 
dan dengan penegakan hukumnya14. 
Kepast�an hukum dalam peraturan 
perundang-undangan akan member�kan 
perl�ndungan kepada �nvestor mendapatkan  
�nformas� lengkap, akurat dan benar dalam 
melakukan perdagangan saham. Bentuk 
t�ndakan akt�f sudah d�atur dalam pasal 97 
UUPM Sedangkan t�ndakan pas�f belum 
d�atur dalam UUPM. 

Dalam hal penegakan hukum 
d�lakukan oleh OJK. Kewenangan OJK 
untuk melakukan penegakan hukum dapat 
d�l�hat dalam pasal 49 UUOJK. OJK 
dapat merekrut peny�d�k dar� kepol�s�an 
dan ppns dar� �nstans� la�n karena secara 
kelembagaan, pegawa�  OJK t�dak ada yang 
berstatus sebaga� pns karena berada d� luar 
Pemer�ntah, seh�ngga t�dak menjad� bag�an 
dar� kekuasaan Pemer�ntah maka t�dak ada 
Peny�d�k Pegawa� Neger� S�p�l (PPNS) d� 
l�ngkungan OJK yang melakukan peny�d�kan. 
Sebaga� peny�d�k dapat melakukan t�ndakan 
prevent�f dan repres�f dalam mencegah tippee 
mendapatkan �nformas� rahas�a perusahaan 
dar�  insider dan menuntaskan kejahatan 
d�b�dang pasar modal yang dalam hal �n� 
insider trading melalu� bentuk pemer�ksaan, 
peny�d�kan, dan penerapan sanks� dar� 

pelanggran dan kejahatan pasar modal. Oleh 
karena  �tu dengan adanya peraturan dan 
pengawasan yang memada� maka akan dapat  
mendorong �nvestor untuk menanamkan 
modalnya dalam pasar modal.15

IV.  PENUTUP
4.1  Simpulan

S�mpulan dar� pembahasan d�atas �al-
ah:

1. T�ndakan tippee yang berka�tan den-
gan insider trading tersebut dapat d�laku-
kan secara akt�f d�lakukan dengan berusaha 
melakukan perbuatan melawan hukum sep-
ert� mengancam, dan mencur� �nformas� in-
sider yang sudah d�atur dalam pasal 97 ayat 
1 UUPM dan pas�f dengan t�dak berusaha 
melakukan perbuatan melawan hukum yang 
belum d�atur dalam UUPM. 

2. Penegakan hukumnya d�lakukan 
OJK dengan merekrut peny�d�k dar� kepol�-
s�an dan PPNS dar� �nstans� la�n karena se-
cara kelembagaan, pegawa�  OJK t�dak ada 
yang berstatus sebaga� PNS karena berada d� 
luar Pemer�ntah, seh�ngga t�dak menjad� ba-
g�an dar� kekuasaan Pemer�ntah maka t�dak 
ada Peny�d�k Pegawa� Neger� S�p�l (PPNS) 
d� l�ngkungan OJK yang melakukan peny�-
d�kan. Sebaga� peny�d�k dapat melakukan 
t�ndakan prevent�f dengan melakukan pen-
gawasan yang terhadap insider. T�ndakan 
repres�f dengan melakukan pemer�ksaan, 
peny�d�kan, dan penerapan sanks� kepada 
pelaku insider trading. 

14 M. Irsan Nasarud�n, op.cit, hlm.227
15 Pandj� A. dan  P�j� P., 2003, Pengantar Pasar Modal, 

R�neka C�pta, Jakarta, hlm.97.
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4.2  Saran 
Saran yang dapat d�ber�kan berdasar-

kan s�mpulan d�atas ya�tu:
1.  OJK dar� awal hendaknya melakukan 

t�ndakan �ntens�f dan prevent�f untuk 
mencegah terjad�nya insider trading 
dengan melakukan pengawasan terha-
dap insider yang member�kan �nforma-
s� rahas�a perusahaan kepada tippee.

2.  Hendaknya Peraturan perundang-un-
dangan leb�h menjangkau luas t�nda-
kan dar� tippee yang pas�f. Sela�n �tu 
sanks� yang d�terapkan d� peraturan 
perundang-undangan d�t�ngkatkan se-
h�ngga orang melakukan insider trad-
ing dapat d�hukum dengan leb�h berat.
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